BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor : O98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang
Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;

bahwa dalam rangka kelancaran pemberian Surat
Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan
(STD-B) dipandang perlu melimpahkan kewenangan
penandatanganan pemberian STD-B kepada Kepala
Dinas;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan
huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan
Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman
Perkebunan;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2046);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3478);



10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98 [ Permentan
/ OT.140 / 9 / 2013 tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata EKerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2008
tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi
dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten
Sambas Tahun 2008 Nomor 231);

Peraturan Bupati Sambas Nomor 19 Tahun 2014
tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun
2014 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Terpadu (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2014 Nomor 36);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT TANDA
DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas.

3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu
pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang
sesual, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman
tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan
serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha
perkebunan dan masyarakat.

4. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau
jasa perkebunan,

5. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian
kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan
pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi
termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.

6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan
yvang mengelola usaha perkebunan.

7. Pekebun adalah perorangan warga negara [ndonesia yvang melakukan
usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

8. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya vang
selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan
kepada pekebun.

BAE 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mempercepat
pelayanan non perizinan di bidang perkebunan.



Pasal 3

Tujuan dari pelimpahan kewenangan penandatanganan adalah :

a.
b.

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan non perizinan;
Menyederhanakan proses non perizinan di bidang perkebunan;

Memajukan kegiatan perekonomian daerah dan meningkatkan iklim
investasi di bidang perkebunan; dan

Memberikan kepastian terhadap usaha masyarakat di bidang perkebunan.

BAR III
KEWENANGAN STD-B

Pasal 4

Kewenangan STD-B berada pada Bupati.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN STD-B

Pasal 5

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan STD-B sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 kepada Kepala Dinas.

(1)
(2)

(3)

(1}

(2}

Pasal &
Kepala Dinas menandatangani STD-B.

Untuk pelayanan non perizinan yang dilimpahkan penandatanganannya,
proses non penzinannya melekat pada Dinas.

Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
STD-B yang telah diterbitkan.

Pasal 7

Kepala Dinas dapat mencabut STD-B vang telah diterbitkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila STD-B telah dicabut tetapi pelaku usaha masih tetap
menjalankan usahanya, maka dapat dilakukan penertiban sesuai
ketentuan vang berlaku.

Pasal 8

Apabila Kepala Dinas berhalangan lebih dari 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas
melimpahkan kewenangannya kepada 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah
atau pejabat yang membidangi Perkebunan yang bertindak atas nama Kepala
Dinas menandatangani STD-B.



Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pelayanan non perijinan, Dinas mempunyai
kewajiban:

a. Menetapkan bagan mekanisme setiap non perizinan mulai dari
permohonan sampai dengan penyerahan tanda daftar kepada pemohon
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

b. Memenksa dan meneliti kelengkapan persyaratan berkaitan dengan
kegiatan administrasi proses non perijinan; dan

c. Memberikan jaminan waktu kelancaran proses non perizinan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat, sepanjang persyaratan vyang
ditetapkan telah lengkap dan benar.

BABV
TATA LAKSANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN NON PERIZINAN
Pasal 10

Untuk memperoleh STD-B, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis
vang dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. Surat permohonan yvang telah diisi dengan data pemilik dan data kebun;
b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;

c, Fotocopy surat kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Tanah atau
Sertifikat Hak Milik (luas kepemilikan di bawah 25 hektar);

d. Surat keterangan asal usul bibit / benih / kecambah;
Data kebun berdasarkan surat kepemilikan tanah; dan
f. Denah / sket lokasi atau desain kebun.

Pasal 11

Mekanisme non perizinan penerbitan STD-B sebagaimana tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Jangka waktu penyelesaian STD-B ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari
setelah dilakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan persyaratan
administrasi dan verifikasi data di lapangan.

(2) Bentuk formulir STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,
TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 29 Desember 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN AB

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 58

Salinan Sesuai Dengan Aslinva

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UN

MARIANIS, SH, MH
Pembina (IV/a]

NIP. 19640112 200003 1 003



LAMPIRANT PERATURAN BUPATI SAMBAS

HNOMOR 58 TAHUM 2015

TENTAMNG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAY A
TANAMAM PERKEEBUMAN

MEKANISME PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR
LUSAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Momaor S0P

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektil

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan
k.abupaten Sambas
Ir. H. M. YAYAN KURNIAWAN, MMA
KIP. 19681124 199503 1 (01
KAS] PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN Mama S0P Penerbilan STD-B
{Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1

2
3
4

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Momor 35 Tahun 2012 teniang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintshan
Peraturan Menteri Pertanian  Nomor 98/Permentan/OT, 14092013 tentang)
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor % Tahun 2008 tentang Susunan|
Organisasi Perangkat Dagrah Kabupaten Sambas

Peraturan Bupati Sambas Nomor 23 Tahun 2009 tentang Uraian Tugss Kepala
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di

Li Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Dapat mengoperasikan Komputer
3. Dapat menggunakan GPS

4. Dapat Menggunakan Program GIS

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengurusan Surat Masuk 1. Buku Agenda
2. Kartu Disposisi
3. GPs
4, Komputer
{Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Penerbitan STD-B tidak berjalan

_Bﬁ.ﬁﬁ: lancar




Prosedur

Pelaksan Aeluitu Btk
M, Ket,
e Staf | KasiPUP| Kabid | Kadis |Pehebun Kelenghnpan Walktu Output
T [Menerimn formulir i3 heseria dokumen » ) B
n.__._. bl i L D [EA dan [Hsposisi 5 memit Formuliv dan Dokumen
2 [Melakukan  venfikasn  formoolr  sian don _
dokumen pendulmanyn Formulir dan Dokumen vang telah
: _w_ll_ Formulir dien I 600 meni et i
UL Sy CloRtnyesi _n diverifikas: kelengkapanmya
|
¥ |[Peminjnuan lapangan dan mengambil ik Formulir dan Doloumen vang Dt hasil i | .
keovdinat kebun |— telah diverifkasi I b e ﬂ_ﬂnpﬁﬁ E“un_”_—u.m.._._ R
belengkapannya i i
4 IMemvusun kensep dokumen STIHE dan pets [hata hasil peninjauan lapangan . .
_H_Eq.__ﬂzh;.m — 2 dnt 15 Ko G0k memt Konsep dokuren STTRR
3 |Menganalise dan mengoreka: konsep dokunen ; y . | Konsep dokumen STI-B diznalisa dan
_m_._.b-_ﬁ vang telah disusun Konsep dokumen STD-B | 30 menit Boasiis bk
f [Menyetjui dan memaral konsep  dokumen Faomsep dokumen STI-R 5 . Konsep dokumen STIRE vang elah
5B dinnalesn don diperiksa kasi e diparal kass
7 [Menganalisa dan mengorcksi konsep dokumen - i ; TEnT
STIH yang telnh dipacal Kasi Foonep dolcumin STDH vang 30 mem E.E...:ﬁm_ _.r,u__,__Eu_E ...__ﬂu..m yang telal
telaly diparaf knsi diparal kasi dan diperiksy knhid
§ [Menyerujpm din mematal konsep dokumen Konsep dokumen 51704 vang y x
§10-B telah diparaf k=i dan diperiksy | 5 it | oo dokumen STO-R yang telah
— Labid diparaf kaz dan diparal kabid
? u____._EEs&..EE..E..E Pukumen STIHE vang telah) 3 Konsep dokumen ST0-B yang Konsep dokumen STD-B vang telah
dibubwih paraf kasi dan kahid _ telah diparul kasi dan diparaf | 5 menit | diparaf kasi dan digerl kabid dain
kabad ditandntungani kads
10 W“w_._.w _..Eu...___.___qm_.ﬂ*w_.._ ST BESH . Dkaurnen STO-R yang telah s et | Arsip Dokumen STO-B yang telah
ifikazinya _ ditandatangani kadis ditamdazangnmi kodis
I |Menyershkon dokumen STD-B vang telah = Pedeumen ST-B yang telah
ditandatangan: kepal dmas dan dibububi cap Pefimen STLRE yang telah Fmenit | disndatangani kadis din dizerahkan

dinas ke pekebun

ditandatangant kadis

pada pedocbun

ARIANIS, SH, MH
Pamnbxna [1Vfa)
196401 12 200003 | 03

BUPATI SAMBAS,

TID

JULIARTI DIUHARDI ALWI




LAMPIRAN 1l PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG ~ PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN SURAT
TANDA DAFTAR USAHA
BUDIDAY A TANAMAN
PERKEBUNAN
FORMAT SURAT TANDA DAFTAR

USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN

= PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Julan. Sukaramai Sambas Tebepon ! Facsimile (9562) 391236, 391236
SAMBAS 79400

A Keterangan Pemilik
1. Nampn
2, Tempat Tanggal Lahir
¥, Momor KTHF
4, Algmat

B. Data Kebun
I. Eebun |l
- Lokasi f Titk Koordinat Kebuan
{desakecamatar)
= Htwius Kepemilikan Lahan
- Momor
= Luns Areal
- lenis Tanasmszn
- Produksi Per Hektar per Tohun
- Azal Benih
- Iemlah Pohon
= Poln Tanam
= Jemis Pupuk
- Melitra Pengotahan
- Jenis Tanah
= Tahun Tanam
= Usaha lein di Lahan Kehan
- Keterangan ain-lnin
IL Eebun 2
= Loskaet ¢ Titik Koording: Kebum
{disa K ecumatun )
- Status Kepamilikan Lohan
- Muamir
= Luss Arenl
= Jends Tansman
= Produksi Per Hektar per Tahun
= Asgl Benil
- lupnkah Fobon
= Fola Tanam
= Jemis Pupuk
- Mitra Pengolahan
- Jemis Tamah
- Tahun Tamam
= Ulsaha lwin di Lahan Kebun
= kgterengan kain-lain
L (dan seterusmya)
STE-B ind tidak berlakn apahils terjadi perubstien techadap informasi ersebut dintas.

Salinar) Sesual Dengan Asli

BUPATI SAMBAS,

TTD

MARIANIS, SH, MH
Pernb ina [1V/a)
NIP, 19640112 2003003 1 D03

JULIARTI DJUHARDI ALW1



